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RINGKASAN 

Perjanjian nominee tidak memiliki kepastian hukum walaupun di waarmerking 

oleh Notaris. Perjanjian nominee merupakan perjanjian pinjam nama, yang dalam 

kasus ini WNA meminjam nama WNI untuk terkait nama yang dicantumkan 

dalam kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA bahwa 

hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI.  Perjanjian nominee merupakan bentuk 

penyelundupan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah karena memberikan 

peluang kepada orang asing untuk memiliki hak atas tanah selayaknya milik 

pribadi yang bersifat melawan hukum. Berkaitan dengan perjanjian nominee 

kepemilikan hak atas tanah antara WNA dengan WNI merujuk pada teori keadilan 

menurut Aristoteles bahwa adil yaitu seseorang yang mentaati aturan hukum, 

keadilan yang melindungi, mengawasi serta mencegah dari serangan yang 

melanggar aturan hukum. Perjanjian nominee kepemilikan hak atas tanah di 

Indonesia belum diatur secara tegas dan khusus, sehingga perlu dilakukan 

interpretasi atas kekosongan hukum ini. Interpretasi sistematis dan interpretasi 

ekstensif yang digunakan atas perjanjian nominee kepemilikan hak atas tanah 

bahwa perjanjian nominee kepemilikan hak atas tanah bertentangan atau tidak 

mentaati aturan hukum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai suatu sebab yang tidak 

dilarang, bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA tentang larangan jual beli 

secara tidak langsung mengenai hak milik kepada WNA, bertentangan dengan 

Pasal 33 ayat (1) UUPM tentang larangan kepemilikan saham atas nama orang 

lain dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemilik sebidang tanah yaitu yang 
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namanya tertera di sertipikat meskipun menggunakan uang WNA. Perjanjian 

nominee memberikan dampak kerugian terhadap WNA yaitu tidak memperoleh 

hak yang dinginkan dan/atau kerugian materiil serta tidak dapat menutut satu 

sama lain karena perjanjian nominee tidak dapat menjadi dasar yang kuat dan 

kerugian WNI secara otomatis harus bertanggung jawab atas pajak-pajak dan 

pemeliharaan hak atas tanah tersebut. Maka dari itu dalam kasus ini adanya 

ketidakadilan karena tidak mentaati aturan hukum. Notaris tidak menjalankan asas 

kecermatan dan kepastian hukum karena melakukan waarmerking terhadap 

perjanjian nominee, yang mana perjanjian nominee dilarang dilakukan di 

Indonesia. Kewenangan Notaris terkait waarmerking diatur dalam Pasal 15 ayat 

(2) huruf b UUJN. Notaris seharusnya menjalankan tugasnya memberikan 

penyuluhan hukum memberitahukan kepada klien bahwa perjanjian nominee 

merupakan bentuk penyelundupan hukum yang menyiasati kepemilkan ha katas 

tanah. Notaris dapat menolak klien apabila perjanjian bertentangan dengan 

hukum. Perjanjian nominee apabila tetap dilaksanakan maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum dan tidak pernah ada sejak awal. Berdasarkan Putusan nomor 

215/Pdt.G/2019/PN. Dps dan Putusan nomor 61/Pdt.G/2020/PT. Dps bahwa 

perjanjian nominee sah dan menjadi dasar untuk memutus perkara, sedangkan 

perjanjian nominee di Indonesia dilarang karena tidak memenuhi syarat sahnya 

perjanjian terkait syarat obyektif mengenai sebab yang tidak dilarang maka dari 

ittu akibat hukumnya batal demi hukum serta tidak dapat sebagai dasar untuk 

memutus perkara. Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila 

tidak memenuhi syarat sebab yang tidak dilarang yang sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak ketiga telah beritikad 

baik karena pembeli sudah menjalankan kewajibannya membayar lunas dan 

menjalankan prosedur jual beli sesuai peraturan perundang-undangan dan aturan 

SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Berhubungan dengan pihak ketiga dalam perkara ini 

merujuk pada teori keadilan menurut Thomas Aquinas yang mengembangkan 

teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa keadilan menurut hukum 

yang berarti adil ketika sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan 

keadilan yang difokuskan pada pmbagian hak dan kewajiban yang proposional, 

ketika pembeli telah melaksanakan kewajibannya selaku konsumen sebagaimana 

diatur dalam UUPK maka pembeli harus menerima haknya yaitu sebagai pemilik 

sah yang baru atas Sertipikat Hak Milik tersebut, yang dalam kasus ini bahwa 

putusannya berisikan pihak ketiga hanya tunduk pada putusan karena perjanjian 

nominee tersebut tidak mengikat pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum terhadap perjanjian nominee 

atas kepemilikan hak atas tanah antara WNA dengan WNI yang diwaarmerking 

oleh Notaris serta menganalisis perlindungan hukum terhadap warga negara 

indonesia atas perjanjian nominee. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah 

metode yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-

bahan hukum. Hasil pembahasannya adalah perjanjian nominee tidak memiliki 

kepastian hukum walaupun diwaarmerking oleh Notaris. Perjanjian nominee 

kepemilikan hak atas tanah belum diatur secara khusus dan tegas di Indonesia, 

maka dari itu dilakukan interpretasi sistematis dan interpretasi ekstensif bahwa 

perjanjian nominee kepemilikan hak atas tanah bertentangan dengan Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian mengenai 

sebab yang tidak dilarang, Pasal 25 ayat (2) UUPA, Pasal 33 ayat (1) UUPM dan 

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemilik sebidang tanah yaitu yang namanya 

tercantum dalam sertipikat meskipun membeli menggunakan dana WNA. Notaris 

memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya 

memberitahukan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk penyelundupan 

hukum yang menyiasati kepemilikan hak atas tanah. Notaris dapat menolak 

berkas apabila bertentangan dengan hukum tetapi dalam kasus Putusan Nomor 

215/Pdt.G/2019/PN. Dps dan Putusan Nomor 61/PDT/2020/PT. Dps Notaris 

melakukan waarmerking terhadap perjanjian nominee. Akibat hukum apabila 

perjanjian nominee tetap dilaksanakan maka batal demi hukum sejak awal karena 

tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian. Bentuk perlindungan hukum 

bagi WNI yaitu perjanjian nominee batal demi hukum yang berdasarkan Pasal 

1335 Kitab Undang-Undang Hukum maka perjanjian tersebut tidak memiliki 

kekuatan pembuktian serta tidak dapat sebagai dasar memutus perkara.  

Kata Kunci: perjanjian nominee, kepemilikan hak atas tanah, waarmerking.  
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ABSTRACT 

This study is to analyze the legal certainty of nominee agreements for land 

ownership rights between foreign nationals and Indonesian citizens that are 

notarized by a notary and to analyze the legal protection of Indonesian citizens 

for nominee agreements. The type of research method used is the normative legal 

method using a literature study of legal materials. The results of the discussion 

are that nominee agreements do not have legal certainty even though they are 

notarized by a notary. Nominee agreements for land ownership rights have not 

been specifically and firmly regulated in Indonesia, therefore a systematic 

interpretation and extensive interpretation are carried out that nominee 

agreements for land ownership rights are contrary to Article 1320 of the Civil 

Code concerning the requirements for the validity of agreements regarding causes 

that are not prohibited, Article 25 paragraph (2) UUPA, Article 33 paragraph (1) 

UUPM and SEMA Number 10 of 2020 concerning the owner of a plot of land, 

namely those whose names are listed on the certificate even though they are 

purchased using foreign national funds. Notaries have the duty to provide legal 

counseling to their clients informing them that Nominee agreements are a form of 

legal fraud that deceives the ownership of land rights. Notaries can reject files if 

they are contrary to the law, but in the case of Decision Number 

215/Pdt.G/2019/PN. Dps in conjunction with Decision Number 61/PDT/2020/PT. 

Dps Notaries conduct waarmerking on nominee agreements. The legal 

consequences if the nominee agreement is still implemented, it is null and void 

from the start because it does not meet the objective requirements for the validity 

of the agreement. The form of legal protection for Indonesian citizens, namely the 

nominee agreement is null and void based on Article 1335 of the Criminal Code, 

the agreement has no evidentiary force and cannot be used as a basis for deciding 

a case. 

Keywords: nominee agreement, land ownership, waarmerking. 
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